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Standar Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Skripsi ini membahas tentang “Standar Kompetensi Pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” Adapun pokok 
permasalahan yang diambil yaitu Bagaimana penerapan  standar kompetensi 
pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana standar 
kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui bagaimana kompetensi-kompetensi yang 
harus dimiliki oleh pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanan. 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskripsi dengan pen-
dekatan kualitatif yaitu peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada in-
forman. Instrumen yang digunakan peneliti yaitu peneliti itu sendiri di bantu 
dengan pedoman wawancara, alat perekam dan kamera. Metode pengumpulan da-
ta sesuai dengan tujuan penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki kompetensi. Walau 
sebagian pustakawan tidak menguasai seluruh kompetensi yang harus dimilki 
pustakawan secara spesifik. namun, mereka telah berkompeten dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya di masng-masing bagian dimana ia 
ditempatkan. dan dalam penerapan standar kompetensi pustakawan di Dinas Per-
pustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas mem-
iliki peran penting, yang dimana Kepala dinas harus benar-benar paham mengenai 
standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan serta memperhatikan 
standar kompetensi yang harus dimiliki pustakawannya sesuai dengan tupoksi 
nya, karena disetiap bidang tentunya pustakawan mamiliki keahlian masing-
masing dan mengikuti acuan sesuai dengan yang tertera Dalam SKKNI (Standar 









A. Latar Belakang 
Perkembangan ilmu dan teknologi sebagai organisasi profesi berkewajiban 
melakukan dan melindungi profesi dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan 
para pustakawan nya, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
telah menenciptakan informasi yang melimpa ruah, sehingga sampai saat ini tak 
satupun lembaga yang mampu menghimpun dan memikirkannya. Disisi lain 
tuntutan dari pengguna informasi (pemustaka) sudah berubah yang saat ini 
penguna informasi membutuhkan layanan cepat, tepat, aman dan nyaman. Jika 
dalam memberikan layanan pustakawan tidak profesional maka akan ditinggalkan 
oleh pemustakanya. Oleh sebab itu, pustakawan perlu meningkatkan 
kemampuannya sesuai denagan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya dituntut agar 
memiliki kompetensi profesional maupun personal. Sebagai pekerja informasi 
yang diharuskan profesional, seharusnya pustakawan Indonesia diakui eksis-
tensinya melalui pemberian sertifikasi sebagai bukti tertulis atas kompetensi yang 
dimilikinya, dalam catatan pustakawan harus benar-benar profesional sesuai 
dengan gelar yang telah diperoleh dalam hal ini IPI (Ikatan Pustakawan 
Indonesia) selaku organisasi profesi pustakawan sangat berperan penting dalam 





Selain peningkatan kompetensi pustakawan terdapat beberapa masalah 
seperti dalam jumlah dan penyebaran pustakawan yang tidak merata, berlanjut 
tidak tersedia/ kurangnya formasi tenaga pustakawan khususnya di daerah-daerah 
disamping pengukuran pendidikan formal perpustakaan termaksud diklat penye-
taraan pustakawan. Pengukuran kinerja perpustakaan sebenarnya mulai hangat 
dibicarakan di tingkat internasional sekitar belasan tahun terakhir. Namun 
dikalangan pustakawan khususnya di Indonesia gemanya baru terasa akhir-akhir 
ini. Untuk menekuni pengukuran kinerja perpustakaan pada awalnya muncul ka-
rena kurang sesuainya indikator kinerja yang yang diberlakukan. Dalam inter-
nasional organization for standarddization (1998) dinyatakan bahwa kinerja 
pustakawan adalah efektifitas jasa yang disediakan oleh perpustakaan dan 
efisiensi sumber daya yanng dialokasikan untuk menyiapkan jasa yang harus 
disediakan oleh perpustakaan tersebut. Dalam menyiapkan jasa perpustakaan yang 
ini haruslah didukung oleh tenaga pustakawan yang berkompeten dan profesional 
yang mampu memberikan jasa dan layanan yang dapat di andalkan oleh instansi 
terkait. 
Seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah ayat 11:58 sebagai 
berikut: 
ىا  ُح سَ افْ الِسِ فَ َج َم ىا فِي الْ ُح فَسَّ َ ْم ت َكُ يَل ل ا قِ ِذَ ُىا إ ى يَه آَم ِذ َّ ا ال هَ يُّ َ ا أ يَ
 ُ ى يَه آَم ِذ َّ ُ ال فَعِ َّللاَّ ْز َ وا ي ُز شُ اوْ وا فَ ُز شُ يَل اوْ ِ ا ق َذ ِ إ ْم ۖ َو َكُ ُ ل
َسحِ َّللاَّ
فْ َ ْم ي كُ ىْ ىا ِم
بِيز   ُىَن َخ ل َم ْع َ ا ت َم ِ ُ ب اتٍ ۚ َوَّللاَّ َج َر َم دَ لْ ِع ُىا الْ وت







“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu Berlapang-
lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi ke-
lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah kamu" maka berdirilah, 
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
(Depertemen Agama RI Al-Qur’an Terjemahan, QS. Al. Mujadilah Ayat 11:58). 
Kaitan ayat ini dengan judul yang peneliti ambil yaitu, dalam ayat ini 
dikatakan bahwa "Allah akan meninggikan orang-orang yang diberi ilmu penge-
tahuan beberapa derajat” Dalam kalimat ini dapat disingronisasikan bahwa 
kompetensi serta keahlian pustakawan adalah bagian dari ilmu dan pengetahuan 
yang sangat dibutuhkan oleh pengguna jasa irforrmasi. 
Sesuai dengan makna yang terkandung pada ayat di atas yaitu pustakawan 
sangat berperan penting dan dibutuhkan ilmu kepustakawanannya untuk 
mengorganisir dan mendukung segala aktifitas perpustakaan. Dalam kamus 
peristilahan khusus, makna kepustakawanan mencakup peran dan manfaat 
perpustakaan dan informasi dalam masyarakat, rutinitas pekerjaan dan proses 
mengoganisir informasi di dalam perpustakaan, sejarah dan perkembangannya di 
masa yang akan datang termasuk juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk 
membaca buku, mengarahkan masyrakat bagaimana cara mencari informasi 
didalam buku teks dan buku referensi dengan benar, mengajari pula bagaimana 





wadah pembelajaran seumur hidup. Yang dimana pustakawan dapat melayani 
pengguna jasa perpustakaan dengan baik dan mampu mengarahkan dengan benar. 
Adapun indikator kinerja yaitu pernyataan numerik, simbol atau verbal 
yang diperoleh dari data statistik perpustakaan yang dugunakan untuk memberi 
ciri terhadap kinerja perpustakaan dan sebagai suatu alat perencanaan dan 
eveluasi. Dalam indikator kinerja terdapat beberapa sasaran untama, yaitu: 
1. Menyediakan kontrol dalam proses manajemen. 
2. Sebagai bahan referensi dan bahan dialog antara staf perpustakaan, 
lembaga induk, dan masyarakat pemakai. 
3. Menyiapkan analisis komparatif terhaap kinerja beberapa perpustakaan 
dan jasa informasi yang mmpunyai misi atau sasaran yang identik. 
Ditingkat internasional pedoman pengukuran kinerja perpustakaan antara 
lain dapat nmengacu pada instrumen dari Evaluation and Quality in libraryper-
rformance: system for europe disingkat EQLIPSE (1997) atau ISO 11620-1998. 
Aspek peningkatan kinerja perpustakaan maupun pengelola perpustakaan di indo-
nesia begitu penting dan banyak indikator yamg tersedia ditingkat internasional. 
Sementara itu, situasi dan kondisi perpustakaan di Indonesia berbeda dengan per-
pustakaan di negara maju. 
Sesuai dengan arti dan tujan perpustakaan yang berperan dalam proses 
belajar mengajar dengan kata lain perpustakaan adalah suatu alat yang menunjang 
setiap program pendidikan, pengajaran dan penelitian, yang dimana pustakawan 





kepustakawanan, pustakawan secara langsung berhubungan dengan fasilitas dan 
pelayanan di dalam perpustakaan yang dimana fasilitas tersebut mampu 
memberikan manfaat yang maksimal dan dapat di kontrol secara maksimal pula 
dengan standar kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, sangat menarik 
untuk dikaji mengenai bagaimana kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
merupakan lembaga penyedia sumber informasi yang sangat dibutuhkan dalam 
proses belajar dan sebagai acuan untuk penelitian, dan dalam memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa perpustakaan kompetensi pustakawan sangat dibutuhkan 
dalam mengelola dan menunjang kegiatan di dalam perpustakaan. 
Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis membahas masalah ini 
guna mendapat pembuktian, yaitu memperoleh gambaran tentang bagaimana 
Standar kompetensi dan penerapan standar kompetensi pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasaerkan latar belakang yang telah di kemukakan  diatas, maka 
pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu “Bagaimana kompetensi pusakawan 
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” 
Adapun sub permasalahnya yaitu: 
1. Bagaimana Standar Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan 





2. Bagaimana penerapan  standar kompetensi pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
C. Focus dan Deskripsi Focus Penelitian 
1. Focus penelitian 
Untuk memberi gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini serta untuk menghindari interpretasi yang berbeda 
penulis membatasi penelitian ini dengan terfokus pada Kompetensi Pustakawan 
dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka deskripsi fokus penelitian ini ada-
lah: 
a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
Standar kompetensi kerja merupakan rumusan kemampuan kerja yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap kerja yanng 
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
b. Pustakaawan 
Pustakawan adalahh seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan 
tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan, 





c. Kompetensi Pustakawan 
Kompeten pustakawan diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan 
yang dimiliki oleh pustakawan dalam menjalankan tugasnya yang didasari oleh 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. 
Komspetensi Kerja 
1. Gabungan dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap dan sikap yang di-
perlukan untuk melaksanakan tugas tertentu. 
2. Kompetensi/keterampilan dapat diteliti dan dinilai secara kuantitatif dan 
kuailitatif. 
Standar  
 Spesifikasi atau petunjuk rinci yang tertulis yang dijadikan acauan bersa-
ma untuk dapat melaksanakan tugas dengan benar, akurat dan konsisten 
serta efisien. 
 Standar memberikan informasi kepada pekerja yang berbeda menuju hasil 
kerja yang lama dan / atau kompatibel. 
 
D. Kajian Pustaka 
Membahas judul ”Penerapan Standar Kompetensi Pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan” terdapat banyak 
referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun referensi yang berkaitan 





1. Antologi Kepustakawanan Indonesia.( Blasius Sudarsono. 2006. 
Jakarta: Sagung Seto).dalam bukunya membahas mengenai 
mekanisme kerja pustakawan. 
2. Sertifikasi Profesi Pustakawan Indonesi (Supriyanto. 2013. Jakarta: 
Sagung Seto). Dalam bukunya membahas mengenai profesi dan sistem 
sertifikaassi profesi pustakawan di indoneia 
3. Etika Kepustakawanan. (Rachman hermawan, Zulfikar Zen. 2006. 
Jakarta: Sagung Seto). Dalam bukunya terdapat penjelasan mengenai 
standar kompetensi pustakaawan, bahawa krikteria minimal 
pustakawan yang berkompeten ditetapkan oleh organisasi profesi yaitu 
standar kompetansi pustakawan berisi norma-norma, teknis 
kemampuan, dan pembakuan dalam upaya peningkatan kualitas 
layanan. 
4. H.Sapril, 2012. Peofesionalisme pustakawan. Dalam jurnalnya 
terdapat penjelasan bahwa pustakawan merupakan  penyaji informasi 
yang relevan dan berkualitas dan pustakawan harus mampu 
menyediakan jasa perpustakaan yang mencakup fasilitas, sarana dan 
sistem yang terencana sesuai dengan manejemen perpustakaan. 
5. Peran IPI Dalam Peningkatan Kompetensi Pustakawan Menuju Sertif-
ikasi. (Supriyanto. 2013. Jakarta: Sagung Seto). Dalam bukunya 
membahas mengenai kompetensi tenaga pustakawan. 
6. Supriyanto, 2006. Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan. Dalam 





isme yang bertujuan mengembangkan profesi, agar profesi 
dilaksanakan oleh profesionalisme dengan mengacu kepada norma dan 
kode etik serta memberikan layanan terbaik kepada klient. 
E. Tujuan dan Manfaat Peneltian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana standar 
kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui kompetensi-kompetensi apa saja yang 
harus dimiliki oleh pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanan. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
a. Bagi peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai kompetensi apa saja 
yang harus dimiliki pustakawan dalam menjalankan tugasnya di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
b. Bagi anggota/Staf perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bahan acuan untuk mengetahui standar 
kompetensi Pustakawan. 
c. Manfaat bagi peneliti lain, sebagai referensi untuk memberikan gambaran 
bagaimana standar kompetensi pustakawan di Dinas Perpustakaan dan 








A. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
a. Pengertian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
Standar kompetensi kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap kerja yang 
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Terdapat tiga standar dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
yaitu: 
1. Standar yang diacu adalah SKKNI (standar Kompetensi Kerja Nasional) 
Pustakawan. 
2. SKKNI dirumuskan oleh tim perumusan standar kompetensi terkait, dan 
diterapkan oleh Menteri NeNekertrans setelah memperoleh konsen husus/ 
kesepakatan para pemangku kepentingan pada tahap kegiatan KONFENSI 
NASIONAL. 
3. Status SKKNI pustakwan sampai saat ini masih pada rancangan SKKNI 
tahap pra konvensi untuk diusul ke tahap “konvensi” sebagai pemenuhan 
syarat penerapan SKKNI pustakawan. 
b. Tujuan SKKNI 
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bertujuan untuk memberi 




yang kompeten, profesional dan kompetitif, melalui aplikasi cerdas yang 
membentuk ciri/ keunikan/ kekuatan khusus bagi suatu instansi manapun pekerja 
secara individual dalam persaingan dunia usaha dan persaingan dalam pasar 
tenaga kerja global. 
Dan dalam Standar kompetensi PP 31/2006 terdapat tiga standarisasi 
pustakawan yaitu: 
1. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
2. Standar Internasional 
3. Standar Khusus 
Sertifikasi Profesi  
Sertifikasi profesi terdiri dari tiga tahap yaitu : 
1. Saertifikasi terhadap kompetensi profesi, yaitu  dilakukan oleh lembaga 
sertifikasi personil/sertifikasi dan berlaku apabila pustakawan 
berkompeten. 
2. Sertifikasi untuk mendapatkan status profesi, juga dilakukan oleh 
organisasi profesii biasa disebut juga liensi /registrasi profesi. 
3. Sertifikat pelatihan yakni dilakukan oleh lembaga pelatihan yang biasa 
disebut cerficate of attaintmen, berlaku selamanya. 
Dalam kebijakan Perrpustakaan Nasional RI dalam sertifikasi pustakawan 




1. Pustakawan yang memiliki, menguasai dan mampu mengimplementasikan 
kompetensi tertentu sehingga yang bersangkutan tahu dan mampu 
melaksanakan tugas pustakawan. 
2. Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang baik dan benar. 
3. Bagaimana mengorganisir secara profesional agar pekerjaan yang 
dijalankan dapat dilaksanakan secara efektif. 
4. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi sesuatu yang berbeda dengan 
rencana semula. 
5. Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memeca-
hkan masalah atau menjalankan tugas dalam kondisi yang berbeda. 
 
B. Pustakawan 
a. Pengertian Pustakawan 
Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi di bidang 
kepustakawanan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustaka-
wanan serta mempunyai tugas serta tanggung jawab dalam melakukan pengel-
olaan dan pelayanan perpustakaan, kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifi-
kasi (UU No. 43 Thn 2007). Pustakawan Harus Memenuhi Kualifikasi Sesuai 
dengan Standar Nasional Perpustakan Pasal 29 Ayat (2). 
Jadi dapat  disimpulkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang bekerja 
dibidang kepustakawanan yang telah menempuh pendidikan ilmu perpustakaan, 
baik melalui pelatihan, kursus, seminar maupun dengan kegiatan sekolah formal. 




di wilayah Pegawai Negri Sipil (PNS), pustakawan termasuk kedalam jabatan 
fungsional. Secara umum kata dari pustakawan itu sendiri merujuk pada suatu 
kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi dibidang dokumentasi, 
informasi, dan perpustakaan (Sudarsono, 2006: 78). 
Dengan demikian, apa yang menjadi persoalan perorangan kemungkinan 
besar sama halnya dengan yang terjadi pada kelompok. Sebaliknya, apa yang 
menjadi persoalan kelompok, akan mungkin pula dirasakan menjadi perorangan 
pula. 
b. Mekanisme kerja pustakawan 
Yang dimaksud mekanime kerja dalam hal ini dimaksudkan sebagai 
mekanisme kerja antara pejabat struktural dan pejabat fungsional. Mengenai 
mekanisme kerja pustakawan telah beberapa kali telah diusulkan untuk 
pembahasanya dipusat dokumentasi dan informasi Ilmiyah-Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (PDII-LIPI) pada tahun 2003 (Sudarsono, 2003). 
Pada dasarnya mekanisme kerja pustakawan adalah perubahan perilaku 
organisasi kepustakawanan, dari yang bersifat birokratik menjadi profesionalistik 
yang ditandai dengan munculnya jabatan fungsional. Perilaku atau pola organisasi 
perpustakaan yang profesional menjadi salah satu topik bahasan dalam 
perkuliahan pada program Pascasarjana ilmu perpustakaan Universitas Indonesia 
pada tahun 1992. 
Dalam perubahan bentuk dan mekanisme organisasi ini seharusnya 




organisasi lembaga pemerintah pada umumnya dan perpustakaan pada khususnya 
di Indonesia sangat konservatif dan tidak mau berubah. Setiap upaya reorganisasi 
seakan justru memperkokoh pola birokrasi paternalistik yang sebenarnya sudah 
ketinggalan jaman. Organisasi perpustakaan lembaga pemerintah ternyata juga 
tidak pernah memiliki keberanian untuk berubah, kemungkinan mereka merasa 
nyaman dangan pola lama yang selama ini dianut, atau merasa gamang untuk 
mencoba hal baru karena khawatir akan timbul resistensi dan resiko. 
Lembaga atau unit kerja memiliki tugas dan fungsi yang telah ditetapkan 
oleh otoritas, berdasarkan kebutuhan para pemangku kepentingan untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, lalu dibuat struktur organisasi pelaksana. 
Para pelaksana yang biasa disebut fungsional khusus maupun fungsional umum 
idealnya adalah profesional, dan kegiatannya dikelola oleh para pejabat struktural 
yang juga harus profesional dalam bidang administrasi dan manejemen untuk 
mengembangkan kemampuanya pejabat fungsional yang terhimpun dalam 
kelompok yang disebut kelompok Fungsional. 
c. Fungsi pustakawan 
Dalam paradigma lama, perpustakaan dipercaya sebagai pemelihara utama 
sumber informasi dan pengetahuan. Akan tetapi, dalam paradigma baru, sistem 
informasi global yang telah membuat kemungkinan tersedianya saluran-saluran 
informasi dan pengetahuan sehingga sedikit banyak menggeser fungsi 
pustakawan. Pustakawan hanya menjadi salah satu dari sekian banyak profesional 




Selama ini pustakawan dianggap “Tidak memiliki gigi” tidak mampu 
menembus rapatnya persaingan dunia kerja. Bahkan, pustakawan hanya diaggap 
sebagai penjaga buku semata. Seiring dengan perkembangan jaman, anggapan itu 
perlahan-lahan gugur. Seiring dengan bergesernya paradigma perpustakaan hanya 
dari gudang buku kepada sumber daya informasi, kini pustakawan telah berubah 
pula menjadi seorang yang mencari dan menyajikan informasi. Tidak saja hanya 
sebagai objek positif yang hanya melayani, tetapi sudah saatnya untuk menyajikan 
kembali informasi yang dicari dan dikelola, yang kemudian disajikan kembali 
dalam bentuk karya baru yang berupa karyanya sendiri. 
 Pengembangan daya atau kekuatan pustakawan biasanya doiperoleh dari 
kuaitas layanan kepada pihak lain, dan itu memang harus dipisahkan dengan harga 
diri. Maka, yang perlu dilakukan adalah kerja sama, konsultasi, peningkatan 
pengelolaan, keramah-tamahan, dan kesabaran. Sepintas seperti metode klasik, 
tetapi sebenarnya ini adalah dasar mengubah paradigma pustakawan yang 
cenderung pasif menjadi lebih aktif karena nampaknya pendakatan ini adalah 
pendakatan lokal (budaya) yang sudah dipahami bersama. 
Dasar lain mengenai standarisasi pekerjaan teknis perpustakaan dan fungsi 
pustakawan yaitu dilandasi pemikiran bahwa layanan informasi kepada pemakai 
merupakan tujuan utama jasa perpustakaan. Slogan tersebut tercermin pada lima 
prinsip Raganathan sebagai landasan hukum bagi ilmu perpustakaan. 
Prinsip pertama adalah Information is for use. Prinsip ini mencerminkan 




yang tidak digunakan adalah mubasir. Semua hal yang mendukung disimulasi 
informasi seperti gedung, koleksi, pengadaan, pengolahan, layanan hingga 
perawatan koleksi yang memuat informasi dilakukan oleh pustakawan. 
Prinsip yang kedua ialah every information user his/her information 
maintenance. Informasi adalah untuk semua orang tanpa membedakan ras, suku 
bangsa, warna kulit, usia, latar belakang dan pendidikan. Sementara itu, prinsip 
ketiga yang masih tetap mendukung pernyataaan bahwa layanan informasi kepada 
pemakai adalah penting. 
Prinsip yang ketiga yaitu berbunyi every piece of information is user. 
Pengguna informasi berhak mendapatkan informasi. Oleh karena itu pustakawan 
harus mempromosikan koleksinya, informasi menjadi komoditi dalam masyarakat 
informasi. 
Prinsip yang keempat, save the time of information user. Saat ini semakin 
banyak yang menganggap waktu adalah uang, sehingga memperoleh informasi 
pertama dapat bergerak jauh lebih capat dibanding mereka yang tidak memiliki 
informasi. Dengan teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang canggih, 
pustakawan dapat mengolah informasi dengan mudah. 
Yang terakhir adalah prinsip theuniverse  of information is everygrowing. 
Pusat informasi seperti perpustakaan beserta pemakainya tumbuh dan berubah, 
muncul karena adanya tuntutan layanan yang lebih canggih, dan tuntutan terhadap 
pustakawan harus memiliki information literacy. 




Kompetensi merupakan dasar individu yang membuatnya dapat 
diperlibatkan kinerja superior dan efektif (Spencer). Sedangkan menurut Whiddett 
dan Hollyforde yang di kutip oleh Aisyah (2015:78). Konpetensi diartikan sebagai 
perilaku yang diperhatikan individu ketika melaksanakan tugas secara efektiv 
dalam konteks organisasi. Hal ini hampir senada dengan apa yang di utarakan 
R.Plan yang kutip Aisyah, bahwa kompetensi meliputi 2 term yang digunakan 
(Competency: mendiskripsikan perilaku, dan Competence: mendiskripsikan tugas 
atau output tugas) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi adalah 
berbagai aspek yang mendasari karakteristik perilaku terdiri atas motif, ciri 
kepribadian, nilai, keterampilan yang diperhatikan oleh individu dengan kinerja 
superior.  
a. Kompeten 
Kompeten adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melakukan suatu pekarjaan, yang didasari oleh pengetahuan, ketarampilan dan 
sikap yang sesuai dengan unjuk kerja yang telah ditetapkan. 
Kompetensi Kerja teerdiri dari: 
1. Gabungan dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan un-
tuk melaksanakan tugas tertentu. 
2. Kompetensi/keterampilan dapat diteliti dan dinilai secara kuantitatif dan 
kuailitatif. 




1. Spesifikasi atau petunjuk rinci yang tertulis yang dijadikan acauan bersa-
ma untuk dapat melaksanakan tugas dengan benar, akurat dan konsisten 
serta efisien. 
2. Standar memberikan informasi kepada pekerja yang berbeda menuju hasil 
kerja yang lama dan / atau kompatibel. 
Menurut UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan : pasal 1 (10), dimiliki 
oleh seorang PNS, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang 
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.  Pengertian di atas sejalan dengan 
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.46A Tahun 2003 Tgl. 21 
Nopember 2003. Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki 
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap 
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai 
Ngeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan 
efesien. Bagaimana dengan kompetensi Pustakawan? Sebagai sebuah profesi, 
pustakawan dituntut memiliki kompetensi: 
1. Kompetensi inti (core competency) (kemampuan fungsional atau teknis) 
2. Kompetensi penunjang (Soft kompetency); (kompetensi manajerial, 
kompetensi personal (memiliki integritas dan etos kerja yang 
tingi),kompetensi sosial). 
3. Kompetensi profesional; kompetensi yang terkait pengetahuan pustakawan 
dibidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen sebagai dasar 
peneyediaan layanan dan sebagai seorang pustakawan haruslah memiliki 




karakteristik pustakawan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi serta 
memberikan layanan baik kepada pemustakanya dan dengan adanya 
kompetensi yang dimilikinya diharapkan mampu menjamin akan 
terwujudnya layanan yang bermutu. 
Sebagai acuan dalam menentukan standar kompetensi adalah Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 tahun 2012 mengenai 
Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 
yaitu kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang mencakup pengatahuan, 
keterampilan serta sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Dalam 
SKKNI ini, pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam  4 
(empat) kelompok unit kompetensi yaitu: 
1. Kompetensi Umum  
Kompetensi umum adalah dasar yang harus dimiliki oleh setiap 
pustakawan, diperlukan untuk melakukan tutus-tugasnya sebagai pustakawan, 
meliputi beberapa hal yakni: 
 Mengoperasikan komputer tingkatb dasar 
 Menyusun rencana kerja perpustakaan 
 Membuat laporan kerja perpustakaan 




Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang perlu dimiliki oleh 
setiap pustakawan yang mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk 
mengerjakan tugas-tugas inti serta wajib di kuasai oleh pustakawan dan dalam 
kompetensi inti ini pustakawan diharuskan dapat melakukan hal-hal yang bersifat 
ini yaitu: 
 Melakukan seleksi bahan perpustakaan 
 Melakukan pengadaan bahan perpustakaan 
 Melakukan pengatalogan deskriptif 
 Melakukan pengapengatalogan subyek 
 Melakukan perawatan bahan perpustakaan 
 Melakukan sirkulasi  
 Melakukan layanan referensi  
 Melaukan penelusuran informasi sederhana 
 Melakukan promosi perpustakaan  
 Melakukan Layanan Sirkulasi 
 Melakukan kegiatan literasi indformasi 
 memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan 
3. Kometensi Khusus 
Kompetensi khusus merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat 
spesifik yakni bagaimana pustakawan dapat melakukan beberapa hal yaiu: 
 Merancang tata ruang dan perabot perpustakaan 




 Membuat literatur skundar  
 Melakukan penelusuran informasi kompleks 
 Melakukan kajian perpustakaan  
 Membuat karya tulis ilmiah 
4. Kompetensi Kunci 
Kompetensi kunci adalah sikap pustakawan dalam melakukan pekerjaan 
dan bagaiman pustakawan menyikapi suatu pekerjaan atau biasa disebut dengan 
sikap kerja, dan sikap kerja ini harus dimiliki oleh pustakawan di setiap unit 
kompetensi Umum, Inti dan Khusus.  Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, 
mengapa perlunya standar kompetensi ini? Timbulnya kompetensi ini dikarenakan 
standar kompetensi menyangkut norma, teknis dan pengakuan untuk melakukan 
jasa profesi. Dan kemudian di buatlah standar kompetensi sebagai tolak ukur 
keberhasilan kinerja anggota profesi, sebagai pembeda tanggung jawab profesi, 
misalnya antara pekerjaan professional dan  nonprofessional, dan yang terakhir 
dan sebagai sarana untuk melindungi konsumen, terutama para pemakai jasa 
profesi. 
b. Standar Kompetensi  
Standar kompetensi adalah hal yang menyangkut norma, teknis dan 
pengakuan untuk melakukan jasa profesi. Standar kompetensi dapat menjadi tolak 
ukur keberhasilan kenerja anggota profesi, sebagai pembeda tanggung jawab 
profesi, misalnya antara pekerjaan profesional dan non-profesional dan sebagai 




Beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan 
standar kompetensi, yaitu: 
 Visi dan misi lembaga  
 Produk layanan yang disediakan  
 Konsumen atau masyarakat yang dilayani  
 Sumber daya insani yang tersedia  
 Sarana dan prasarana yang tersedia 
Satndar kompetensi dapat berperan sebagai alat pembinaan bagi anggota 
profesi, alat untuk menigkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pengguna 
jasa. Penyusunan standar profesi pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya 
perwujudan dari pelayanan yang lebih berkualitas kepda masyarskat. Oleh karena 
itu standar kompetensi harus merupakan suatu rangkaian kagiatan yang terpadu 
yang bersifat: 
1. Sederhana, dalam arti standar kompetensi itu tidak akan menyulit-
kan anggota profesinya, pembina atau pengelola dan masyarakat 
pengguna profesi.\ 
2. Terbuka, artinya satndar kompetensi itu, disosialisasikan dan di-
umumkan kepada anggota profesinya, pembina atau anggota 
pengelola dan masyarakat luas. 
3. Tepat, baerarti arah dari standar kompetensi itu tepat, persis, tidak 




4. Lengkap,l mengandung mmakna, bahwa untuk melaksanakan 
standar kompetensi itu, didukung dengan tersedianya fasilitasnya 
yang lengkap yang dibutuhkan oleh para anggota profggesi, pem-
bina atau pengelola dan masyarakat pengguna jasa. 
5. Wajar, artinya standar kompetensi itu dibuat seperlunya, tidak 
dibuat-buat, sehingga menyulitkan anggota profesi, pembina atau 
pengelola dan masyarakat pengguna jasa. 
6. Terjangkau, artinya standar kompetensi itu, telah memperhatikan 
kamampuan paara anggota profesi, pembina atau pengelola dan 
masyarakat pengguna jasa 
7. Aman, dalam arti standar kompetensi itu, tidak akan menimbulkan 
gejolak dan protes dari anggota profesi, pembina atau pengelola 
dan masyarakat pengguna jasa. 
8. Adil, artinya standar kompetensi itu, mendapat respon baik dari 
semua pihak, baik anggota profesi, pembina atau pengelola jassa 
maupun masyarakat luas. 
c. Tujan Standar Kompetensi Pustakawan 
 Terdapat 2 (dua) tujuan mengenai pembuatan standar kompetensi 
pustakawan yaitu: 
1. Untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, pengelola dan pembina 
perpustakaan bahwa pustakawan benar-benar telah mendapatkan kualifi-




awan yang bertugas memberikan layanan optimal kepada masyarakat 
dibidang layanan bahan pustaka dan informasi. 
2. Untuk memberikan jaminan kepada pustakawan bahawa mereka dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesinya telah dijamin oleh 








A. Jenis Penenlitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemec-
ahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek pada 
saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. 
Menurut Pius A Partanto (2001:105) deskriptif adalah bersifat menggam-
barkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya, sedangkan metode 
yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif 
adalah metode penelitian yang di maksudkan untuk memahami fenomena tentang 
apa yang di alami sabjek penelitian secara kualistik dengan cara mendiskripsikan 
dalam format. Kata-kata dalam bahasa, pada suatu pertunjukan khusus dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2006:6). 
Penelitian disajikan dengan menggunakan pertanyaan yang dilayankan 
kepada responden terus disajikan dalam bentuk format tertulis kemudian di 
lakukan pembahasan dan di kumpulkan untuk di buatkan deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hub-
ungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan sifat dari penelitian ini yaitu 
deskriptif-analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 




penelitian berdasakan fakta-fakta atau yang terlihat atau sebagaimana adanya 
dilanjukan dengan menganalisanya. (Nawawi,1995:27). 
Berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan faktor literatur yang rele-
van, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam 
skripsi ini. Metode penelitian kualitatif tampilan metode baru, karena popular-
itasnya belum lama. Dinamakan metode postpositivisme karena berlandaskan pa-
da filsafat postpositivisme.Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai 
sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis penuh makna, dan objek yang 
alamiah. Objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya, tidak 
dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika 
pada objek tersebut. (Sugiyono, 2009:7-9). 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
a. Lokasi penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan di Makassar, di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin km. 7 
Talasalapang Makassar. 
b. Waktu penenlitian 
 Waktu penelitian dilakukan pada september 2018. 
C. Sumber Data 




Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau dari sumber 
pertama, seperti informasi yang diperoleh dari hasil wawancara sebagaimana yang  
terdapat di lokasi penelitian. Adapun nama-nama informan yang ada di Dinas 
Perpuhstakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:  
  1. Kepala Dinas 1 orang 
2. 
Bidang deposit, pengembangan dan pengelolaan bahan 
perpustakaan 
1 orang 
3. Bidang pembinaan perpustakaan 1 orang 
4. Bidang pelestarian bahan perpustakaan dan kearsipan  1 orang 
5. Pustakawan  4 orang 
6 Jumlah 8 orang 
  
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah dokumen yang telah tersedia dan merupakan sumber 
tertulis informasi yang terdapat pada lokasi penelitian. Adapun yang akan dipilih 
menjadi informan pada penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Pihak yang dimak-
sud tentunya yaitu pustakawan dan tenaga teknisnya. 
D. Instrument Penelitian 
Adapun instrumen penelitian yang dimaksud adalah peneliti itu sendiri, 
konsep wawancara dan kamera. Oleh karena itu, peneliti sebagai insrument juga 
harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya 




E. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
semi struktur (semi struktur interview). Jenis wawancara ini sudah termasuk da-
lam kategori in-dept interview. Dimana dalam pelaksansaan lebih bebas bila 
dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ada-
lah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di-
ajak wawancara (informan), diminta pendapat dan ide-idenya. 
Dalam kegiatan wawancara ini penulis melakukan wawancara secara lang-
sung atau bertatap muka dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan lisan mau-
pun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kepada responden  
dengan tujuan mendapatkan data yang semaksimal mungkin. (Arikunto,2002:23). 
b. Pengamatan/observasi 
Observasi yakni penulis melakukan penelitian dengan cara mengamati 
langsung terhadap obyek penelitian, kemudian mencatat hal-hal yang di anggap 
perlu sehubungan dengan masalah yang diteliti. Jenis observasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Dalam observasi ini, 
peneliti datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak terlihat dalam 
kegiatan tersebut. (Sugiyono, 2009:227). 
Tehnik pengumpulan data yang di gunakan dalam observasi ini yaitu 
dengan cara melakukan pengamatan kepada pustakawan terkait dengan fungsi, 




dengan jangka waktu penelitian) yang telah ditentukan kepada peneliti di per-
pustakaan tersebut, apakah dengan kompetensi dan profesionalisme pustakawan 
dapat menunjang kegiatan dalam perpustakaan dan dapat memberikan pelayanan 
yang profesional sehingga kemudian dapat menumbuhkan minat kunjung pemus-
taka ataukah justru sebaliknya. Hal inipun sangat penting dan perlu untuk dil-
akukan oleh peneliti karena sangat berkaitan dengan pokok permasalah yang 
diteliti. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.  
Dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi ini, penelitian 
mengumpulkan semaksimal mungkin data-data yang mendukung penelitian ini, 
sehingga dapat di jelaskan dan diuraikan berbagai hal terkait, agar keabsahan dan 
kemurnian dari penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
a. Pengolahan data 
Pengolahan data merupakan suatu cara mengorganisasikan data 
sedemikian rupa sehingga sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. metode 




pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini adalah pengolahan data 
kualitatif yang merupakan teknik pengolahan data yang besifat nonstatistik.  
Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Salim (2006) dalam 
(Sugiyono,2009:125)., menyebutkan langkah-langkah pengolahan data kualitatif, 
yakni: 
a) Reduksi data  (data redukation) 
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 
data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 
ditarik dan diverifikasi. 
b) Penyajian data ( data display ) 
Pada penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk 
uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.Menurut Miles dan 
Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
c) Menarik kesimpulan (verification) 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebe-
lumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 
objek yang sebelumnya masih belum jelas atau bahkan tidak jelas, sehingga 
setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau 




b. Analisis data  
Tehnik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis data kualitatif, 
maka dalam analisis data selama di lapangan, tehnik analisis data yang di 
sesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu ada tahapan penjajahan dengan 
tehnik pengumpulan data, yakni pertama dengan melihat situasi sosial. 
Kemudian setelah itu penulis melakukan wawancara informasi tersebut, 
dan mencatat hasil dari wawancara. Berdasarkan dari hasil analisis wawancara, 
selanjutnya penelitian menuliskan skripsi penelitian kualitatif  Dalam analisis data 
yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang terdiri dari 
beberapa metode, yaitu: 
1) Induktif, yaitu analisis data dengan dasar penganalisaan yang bersifat khu-
sus, hasil penganalisaan itu dipakai untuk memperoleh kesimpulan yang 
bersifat umum. 
2) Deduktif, yaitu analisis data dengan dasar penganalisaan terhadap hal-hal 
yang bersifat umum, hasil penelitian itu di pakai untuk memberikan kes-
impulan khusus. 
3) Komparatif, yaitu analisis data yang bertujuan untuk membandingkan 
faktor faktor dan fenomena-fenomena sejenis untuk melihat persamaan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan. 
1. Sejarah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Su-
lawesi Selatan. 
Sejarah berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Su-
lawesi Selatan yang berkedudukan tidak jauh dari perbatasan Gowa-Makassar te-
patnya di Jl. Sultan Alauddin Makassar, berdiri gedung berlantai dua di atas lahan 
seluas 3000 m2. Bangunannya sendiri berukuran 2.204 m2 yang terdiri dari be-
berapa ruangan, dengan halaman lumayan luas yang digunakan untuk ruang 
parkir. Gedung tersebut terletak di sebelah kiri dari arah Gowa, tepatnya di depan 
Universitas Muhammadiyah Makassar. Gedung tersebut merupakan gedung Ba-
dan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau lebih dikenal 
Perpustakaan Wilayah Sulsel. Namun siapa sangka perjalanan Badan Per-
pustakaan dan Arsip Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) penuh dengan tantangan 
untuk bisa berdiri seperti yang kita lihat sekarang ini. Perpustakaan Wilayah 
Sulsel ini mempunyai sejarah yang panjang. Pada mulanya hanya merupakan ta-
man baca yang dimana buku koleksinya hanya merupakan kumpulan dari koleksi 
Perpustakaan Negara Indonesia Timur (NTI). 
Dalam perjalanan panjang dalam sejarah berdirinya Dinas Perpustakaan 





pendiri, yang berawalmula beliau mendirikan taman yang kemudian sekarang 
menjadi Asip daerah Prov.Sulsel yaitu Y.E Tatekeng yang berhasil me-
nyelamatkan buku-buku dari perpustakaan Negara Indonesia Timur. Kala itu, 
bangsa Indonesia masih dalam situasi perang mempertahankan Negara Kesatuan 
RI (NKRI). Beliaulah yang memimpin Perpustakaan Negara yang pertama pada 
tahun 1950, dan beliau juga menjabat sebagai  Kepala Kantor Kebudayaan yang 
berkedudukan di Makasar pula. 
Berkat perjuangan dan usaha yang tak kenal lelah dan menyerah Y.E. 
Tatengkeng, tahun 1956 keluarlah Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Pengajaran Republik Indonesia, sehingga resmilah perpustakaan ini dengan nama 
Perpustakaan Negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Perpustakaan 
yang berkedudukan di Makassar ini memilih lokasi di Benteng Ujung Pandang 
(sekarang benteng Roterdam). Pusat literatur ini berfungsi sebagai perpustakaan 
umum untuk wilayah provinsi dan sekitarnya. Selain itu lembaga ini juga berperan 
untuk mendorong dan memajukan perpustakaan rakyat setempat. Juga menjadi 
wadah yang memberikan petunjuk khusus bagi pemerintah provinsi tentang pera-
turan, keputusan-keputusan, dan pedoman-pedoman serta pengumuman resmi 
yang menyediakan Lembaran Negara (LN), Tambahan Lembaran Negara (TLN), 
Berita Negara (BN), Tambahan Berita Negara (TBN), Lembaran Daerah (LD) dan 
buku-buku dan bacaan lain yang dibutuhkan dan dapat dipergunakan instansi dan 
kantor pemerintahan. 
Pada tahun 1961 Perpustakaan Negara tersebut pindah ke Jl. Jenderal Su-





Sulsel yang saat itu dijabat Andi Pangeran Pettarani. Saat itu, perpustakaan negara 
berdiri langsung di bawah pimpinan kepala biro perpustakaan. Dan pada tahun 
1997 Perpustakaan Daerah Sulsel berubah menjadi Perpustakaan Nasional Provin-
si Sulsel dengan tipe A dan esolan IIA. 
Tanggal 1 Agustus 1985 Kantor Perpustakaan Negara Provinsi Sulsel De-
partemen Kebudayaan pindah ke Jalan Sultan Alauddin Makassar. Bangunan baru 
tersebut dibuat lebih mewah dari bangunan sebelumnya di Jalan Jendral Su-
dirman. 
Ketika era otonomi daerah, munculnya undang-undang nomor 22 tahun 1997, ten-
tang otonomi daerah, maka Perpustakaan Nasional Prov. Sulsel diambil alih oleh 
pemerintah daerah Provinsi Sulsel. Dan pada tahun 2001 menjadi Badan Arsip 
dan Perpustakaan Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur 
Sulsel sesuai peraturan Nomor 30 tahun 2001. Dengan adanya aturan tersebut, 
maka Perpustakaan Wilayah Sulsel mempunyai kedudukan dan status yang kuat.  
Dari berbagai tahap pergantian nama Perpustakaan Prov. Sulsel, mulai dari 
Perpustakaan Negara yang dikepalai oleh Y. E Tatengkeng menjadi Badan Arsip 
Perpustakaan Negara hingga menjadi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah 
Sulsel , juga diiringi dengan beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, dan 
kini dikepalai oleh Drs. Ama Saing.  
Perjalanan panjang penuh tantangan itulah yang membuat Perpustakaan Daerah 
Sulsel masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang ini. Untuk mewujudkan visinya, 





pembelajar Sulsel, maka semua unit kerja melaksanakan misi meningkatkan 
pengelolaan perpustakaan, meningkatkan dan menciptakan SDM yang profesional 
dalam bidang perpustakaan. Selain itu perpustakaan juga dituntut untuk mening-
katkan pembangunan sarana daan prasarana perpustakaan, meningkatkan ker-
jasama di bidang perpustakaan, meningkatkan layanan perpustakaan berbasis 
teknologi informasi. Juga untuk membina, mengembangkan minat dan kebiasaan 
membaca masyarakat, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan, 
pembinaan dan pengawasan kearsipan dalam rangka tertib administrasi. 
2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 






















































































































































3. Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Su-
lawesi Selatan. 
1. Visi 
Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
“Terdepan dalam pembinaan dan pelayananan menuju sulawesi selatan yang cer-
das serta sebagai sumber informasi yang handal manuju masyarakat Sulawesi Se-
latan yang cerdas” 
2. Misi 
1. Meningkatkan kualitas SDM perpustakaan dan kearsipan. 
2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. 
3. Mengembangkan perpustakaan dan kearsipan berbasis TIK. 
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan perpustakaan dan kearsi-
pan.  
4. Daftar personil Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsoipan Dae-
rah Provinsi Sulawesi Selatan 
Daftar personil kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai survei pada tanggal 15 oktober 2018 berjumlah 







Daftar Personil kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 
LATAR PENDIDIKAN JUMLAH 
Master (S2) 50 Orang 
Sarjana (S1) 75 Orang 
Diploma III 12 Orang 
SMA 14 Orang 
SMP 0 
SD 1 Orang 
Jumlah 152 Orang 
(Sumber: Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sula-
wesi Selatan, 2018). 
Dinas perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Merupakan unsur 
penunjang dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyara-
kat. Sebuah instansi yang memberikan layanan informasi dapat dinilai baik apabi-
la staf dan pegawainya berkompetensi dan profesional dalam melakukan tugas 
dan pekerjaannya. Oleh karena itu, pustakawan merupakan unsur penunjang da-
lam menjalankan semua rangkaian kegiatan perpustakaan. Karena pustakawan 
merupakan hal terpenting dalam menjalankan rangakaian kegiatan perpustakaan 
maka pustakawan haruslah benar-benar memiliki kompetensi dalam menjalankan 
tugas dan pekerjaannya. 
 Dan pustakawan Fungsional yang ada pada Dinas Perpustakaan dan 





yang terbagi dalam pendidikan DIII, S1, S2 dan S3, dan rincian nama pustakawan 
tersebut sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Data fungsional Pustakawan Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan 
 
No NAMA NIP Status Bidang Jabatan 
1 Abd. Azis, S.Sos. 196412311991031114 S2 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
2 Andi Amriana, S. Sos., 
MM 
196706121992032025 S2 Perpustakaan Pusatakawan Madya 




S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Muda 
4 Anggreani, Dra 19631231190032034 S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
5 Arni Fiana, A. Md 196504081990032000 D III Perpustakaan Pusatakawan Penyelia 
6 Badaruddin, SS. 196003101993031005 S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
7 Bau Tarring, S. Hun. 196802171994032006 S1 Perpustakaan Pusatakawan Madya 
8 Dahreiati Darsan, SE 196009301993032054 S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Muda 
9 Darnawati, Hj. SE 196112311989032201
9 
S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Muda 
10 Fadeliah, Dra., MM. 196505151990022002 S2 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
11 Hamsiah, S.Sos. 196108201990032004 S1 Perpustakaan Pusatakawan Madya 
12 HasniDjabir, S. Sos.,M. 
AP. 
196611211993032004 S2 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
13 Hajrawati, S.E 196204081982032005 S1 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
14 Hudaya, S.Sos 196401061990032008 S1 Perpustakaan Pusatakawan Madya 





16 Jumala Syamsuddin, S. 
Sos., MM 
196312231990032007 S2 Non Perpustakaan Pusatakawan Madya 
17 Jumrah, Hj. S.Sos 196808081993032018 S1 Perpustakaan Pusatakawan Madya 
18 Jumriati, S.E 196902151993032012 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
19 Kusmawati, S. Sos 197003111990102002 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
20 KoriBataraTangalayuk, 
S.Sos., MM. 
196701081992032010 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
21 Marhaban, S. Hum 196506051993031015 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
22 Marhida, S. Sos 196305301990032004 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
23 Markasah, S.E 196403031985122003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
24 Martha, S.E 196003241983032006 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
25 Masni, Hj., S.Sos 196310011990032011 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
26 Matius sile, Drs. MM 196103021982031016 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
27 Megawati S.Hum., 
MM 
196711051994032012 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
28 Muhammad Rusmi, S. 
Sos., MM 
196512311991011091 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
29 Muhammad Yunus, S. 
Sos., M. AP 
196612271991031008 S2 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
30 Muliati S. Hum  196304211990032004 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
31 Muliati, S. Hum 196907151994032006 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
32 Murni, Drs., MM 196402012007012015 S2 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
33 Musnani, S. IP 196208281991032005 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 








Nassaruddin S. Sos., 
M. Sos. I 
197008312012121000 S2 Non Perpustakaan Pustakawan Pertama 
36 Nasli, S.E 196608011995011003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
37 Nasyidah, S. Sos., M. 
AP 
196105271986102003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
38 Nisfu, S. Sos., M. Ap 196412201990032009 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 




S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
40 Nurbiah, S.E 196706231990102002 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
41 Nurmiati, Hj., S. Sos 19661231993032054 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 












44 Ramlah, S. Hum  196311111990032006 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
45 Rosdiana, Hj., S. Sos., 
M. Ap 
196012131989032004 S2 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
46 Saderiah, S. Hum 196602021990032043 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
47 Safruddin, S. Sos., M. 
AP 
197204101991031003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
48 Sahari Buana, S. Sos 196512221991032004 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 




S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
50 Sirajuddin Sanusi, S. IP 196612311989031087 S1 Perpustakaan Pustakawan Muda 
51 Siti Hasmah, S. Kom 196508101991032016 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
52 Sitti Sabiah, S. Sos 197202181995032003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
53 St. Aliah, S. Sos., MM 196404291990032003 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
54 Sumarni, S.E 196112311990022003 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
55 Suparman, S. Hum 196505051990031026 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
56 Suriati, A. Md 196502101993032003 D III Non Perpustakaan Pustakawan Penyelia 
57 Syahrimul, S. Hum 19800611201101012 S1 Perpustakaan Pustakawan Pertama 
58 Syamsiah, S. Sos., M 
Ap 





59 Syamsinar, Hj., S. Hum 196810101994032012 S1 Perpustakaan Pustakawan Madya 
60 Syamsuddin, S.E. 196309061986031023 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Madya 
61 Syamsul Arif, S. Sos., 
MA 
197312311996031001 S2 Perpustakaan Pustakawan Madya 
62 Umar Sakki, S. Sos 196609121990101001 S1 Non Perpustakaan Pustakawan Muda 
(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 
2018). 
5. Koleksi Perpustakaan 
Total jumlah koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini berjumlah, 42356 
judul. 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dibagian ini akan diuraikan hasil penelitian yang telah diperoleh, baik 
melalui wawancara, observasi ataupun dokumentasi. Data dalam penelitian ini 
juga merupakan data yang dihasilkan dari hasil wawancara dan observasi yang 
dilakukan pada inforrman. Untuk mendapatkan data yang filed peneliti mengam-
bil informan minimal satu disetiap bidang, yaitu: 
a. Kepala Dinas  
b. Kepala Bidang deposit, pengembangan dan pengelolaan bahan per-
pustakaan 
c. Kepala Bidang pembinaan perpustakaan 





Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara 
terhadap informan diatas, Data yang di dapatkan dalam penelitian ini digunakan 
untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan deangan Standar Kompetensi 
yang harus dimiliki pustakawan dalam menjalankan tugas kepustakawanan di Di-
nas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kategori penelitian ini merupakan kategori penelitian berdasarkan metode 
deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat suatu yang sedang 
berlangsung, dengan tujan agar objek yang di kaji dapat dan di bahas secara 
mendalam. 
Analisis penelitian ini akan diuraikan secara keseluruhan berdasarkan hasil 
dan kondisi yang ada di lapangan serta data yang diperoleh di lokasi penelitian 
berkaitan dengan Penerapan Standar Kompetensi di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Membahas mengenai standar kompetensi pustakawan bayak hal yang 
menyangkut hal ini, terkhusunya mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh 
pustakawan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, serta penerapan standar 
kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan. Berikut penjelasan mengenai 
standar kompetensi yang dijabarkan oleh pustakawan di masing-masing bagian 
dan bidang pada serta penjelasan yang di jabarkan oleh kepala Dinas di Dinas 






1. Standar Kompetensi Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
a) Kompeteensi Umum (Dasar) 
Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 
setiap pustakawan, yang diperlukan untuk melaklukakan tugas-tugasnya 
sebagai pustakawan. Pustakawan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan rata-rata sudah memiliki kompetensi da-
sar seperti mengoperasikan komputer, menyusun renscana kerja per-
pustakaan sserta membuat laporan kerja perpustakaan, sesuai dengan yang 
utarakan oleh informan sebagai berikut: 
“Dalam menjalankan tugas kami dek, dan terhusunya saya untuk pen-
guasaan komputer tingkat dasar alhamdulilah saya sudah menguasainya dan untuk 
kompetensi dasar seperti yang adek tanyakan itu saya sudah bisa”. (Badarudddin. 
Senin 15 oktober 2018). 
Pernyataan yang di lontarkan oleh bapak Badaruddin bahwa ia telah 
merasa berkompetensi terkait dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 
pustakawan dan beliau telah menguasainya. Sejalan dengan jawaban yang di 
utarakan oleh bapak Badaruddin bapak Rusli juga mengemukakan hal yang sama, 
dia mengemukakan bahwa: 
“Untuk menguasai standar kompetensi dasar seperti mengoperasikan mi-
crosoft Office, power point dan excel itu tergantung dek. Kalau untuk mengetahui 
secara dasar saya rasa saya sudah tau tapi kalau untuk menguasai secara kese-
luruhan mungkin belum, dan di bagian pengolahan ini untuk dasarnya mungkin 
semua staf sudah menguasainya”. (Rusli. Senin 15 oktober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh bapak rusli bahwa menguasai 





sendiri, dan bapak rusli sendiri mengatakan bahwa dia telah mngenguasai terkait 
dengan penguasaan komputer tingkat dasar dan mengenai dasar dalam kompetensi 
umum beliau telah menguasainya hanya secara dasar saja tidak secara spesifik. 
“ Dalam kompetensi pustakawan dek, menguasai kompeter tingkat dasar 
itu saya rasa adalah hal yang wajib karena sekarang masa sekarang serba eletronik 
dan perkembangan teknologipun semakin pesat, dan dalam mengerjakan tugas 
pustakawanpun dituntut agar harus menguasai office, excel dan power ponit sebab 
menguasai komputer tingkat dasar merupakan bekal awal untuk menjalankan 
pekerjaan kepustakawanan” (Syamsul Arif. Senin 22 oktober 2018). 
Pernyataan yang dilontar oleh Bapak Syamsul Arif bahwa mengusai 
komputer tingkat dasar merupakan hal yang wajib dikuasai oleh pustakawan 
dengan kemajuan teknologi pada zaman sekarang semakin pesat dan serba 
eletronik serta dalam mengerjakan tugas pustakawanpun dituntut untuk menguasai 
office, excel dan power point sebab penguasaan komputer tingkat dasar 
merupakan bekal awal bagi pustakawan untuk mengerjakan tugasnya. 
“Kalau masalah itu dek, khususnya staf yang berprofesi sebagai pustaka-
wan fungsional pastinya mereka sudah mengusai tentang kompetensi dasar 
mengenai penguasaan komputer tingkat dasar, menyusun rencana kerja dan mem-
buat laporan kerja perpustakaan dan saya rasa mereka sudah menguasainya. (Hery 
Kusmana. Selasa, 16 oktober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh Bapak Hery Kusmana bahwa staf yang 
berprofesi pustakawan harus dan pasti menguasai kompetensi dasar yang harus 
dimiliki oleh pustakawan seperti penguasaan komputer tingkat dasar, menyusun 
rencana kerja dan membuat laporan kerja perpustakaan tentu pustakawan sudah 
menguasai apa lagi pustakawan fungsional sudah pasti menguasainya. 
“Dalam penguasaan komputer tingkat dasar khusunya saya dek, saya rasa 
saya sudah menguasainya kalau untuk persoalan pengusaan komputer tingkat da-





dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan itu memang diwajibkan untuk men-
guasainya.” (Jumriah. Selasa, 09 oktober 2018). 
Pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu Jumra bahwa terkait kompetensi 
dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan seperti penguasaan komputer tingkat 
dasar beliau sudah mengusainya begitupun dengan menyusun laporan kerja dan 
membuat laporan kerja perpustakaan juga sudah ia kuasai dan Karena memang 
Kompetensi dasar diwajibkan untuk pustakawan menguasainya. 
“Membahas mengenai standar kompetensi dek, memang standar kompe-
tensi yang harus dimiliki oleh pustakawan itu telah di terapkan memang per-
pustakaan nasional dan itu harus memang dikuasai oleh pustakawan. Dan kalau 
untuk persoalan penguasaan komputer tingkat dasar seperti office, power point 
dan excel saya sudah kuasai tapi untuk menguasai secara keseluruhan dan spesifik 
itu belum. Dan memang dek, disetiap bidang itu kompetensinya beda-beda” (Za-
kir Ridwan. Selasa, 09 oktober 2018). 
Pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Zakir bahwa Kompetensi dasar 
yang harus dimiliki oleh pustakawan sudah diterapkan oleh Perpustakaan 
Nasional dan memang kompetensi yang diterapkan oleh Perpustakaan Nasional 
harus dikuasai oleh seseorang yang berprofesi sebagai pustakawan, dan 
terkhususnya beliau belum mneguasai secara keseluruhan dan spesifik terkait 
dengan penguasaan komputer tingkat dasar tapi untuk menguasai secara dasar 
terkait dengan ofice, exel dan power poit untuk mengerjakan tugas beliau sudah 
menguasainya. 
“Insyaalah kalau untuk masalah penguasaan kompetensi dasar yang harus 
dimiliki oleh pustakawan saya sudah menguasainya secara dasar, tapi untuk di 
kuasaisih secara keseluluhan belum, tapi karena era teknologi sekarang pustaka-
wan memang dituntut untuk harus selalu berusaha pelajari semua dibidang 
teknologi jadi kami selalu berusaha untuk selalu belajar khusunya dibidang 





Pernyataan yang utarakan oleh Ibu Nisfu bahwa dalam kompetensi dasar 
yang harus dimiliki oleh pustakawan seperti penguasaan komputer tingkat dasar, 
menyusun rencana kerja perpustakaan dan membuat laporan kerja perpustakaan 
beliau sudah secara dasar tapi untuk menguasai secara total ia belum kuasai, dan 
di era teknologi seperti sekarang memang pustakawan dituntut untuk berusaha dan 
belajar untuk mengembangkan kompetensi yang sudah diterapkan dan yang harus 
dimiliki oleh pustakawan. 
“Kalau untuk masalah penguasaan komputer dasar saya sudah men-
guasainya dan untuk menyusun rencana kerja dan membuat laporan kerja saya 
juga sudah tau.” (Megawati. Senin, 15 oktober 2018). 
Pernyataan yang dilontarkan oleh Ibu megawati bahwa persoalan 
penguasaan komputer tingkat dasar beliau sudah menguasainya dan dalam 
menyusun rencana kerja perpustakaan serta membuat laporan kerja perpustakaan 
beliau sudah tau. 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa ini informan tersebut peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa kompetensi dasar yang harus dimiliki pustakawan, 
seperti penguasaan komputer tingkat dasar semacam office, power point dan excel 
serta menyusun reencana kerja dan membuat laporan kerja perpustakaan memang 
harus diketahui oleh setiap orang yang berprofesi sebagai pustakawan karena 
kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan harus dikuasai oleh 
pustakawan di masing-masing bagian, sebab kompetensi dasar tersebut merupa-
kan hal mendasar serta bekal dalam mejalankan tugas dan pekerjaan kepustaka-





menyatakan bahwa mereka sudah memiliki komnpetensi dasar yang harus 
dimiliki dan di kuasai oleh pustakawan. 
b) Kompetensi Inti 
Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang perlu dimiliki 
oleh setiap pustakawan yang yang mencakup unit-unit konpetensi yang 
dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti serta wajib dikuasai oleh 
pustakawan.  
Untuk menjabarkan pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Daerah sudah memiliki kompetensi inti dalam menajalankan tugas dan 
pekerjaan sebagai pustakawan, Peneliti menguraikan dengan pertanyaan 
apakah pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan sudah merasa berkompetensi dalam menjalankan tugas 
dan pekerjaannya dimana dia ditempatkan, Penjelasan hal ini di jelaskan 
oleh pustakawan di masing-masing bagian sebagai berikut: 
“Kalau saya dibidang dimana saya sekarang ditempati, saya sudah merasa 
berkompetensi dan hal itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai pustakawan un-
tuk berkompetensi dibidang dimana saya ditempati”. (Badarudddin. Senin 15 ok-
tober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh Bapak Badaruddin bahawa beliau sudah 
merasa berkompetensi dibidang dimana ia ditempatkan sekarang, dan 
berkompetensi melakukan tugas dan pekerjaan dibidang dimana ia ditempatkan 
merupakan hal yang wajib baginya. 
“Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan kami memang kami dituntut 





sebagai jabatan fungsional tidak boleh tidak kerena kalau kita tidak berkompetensi 
kita tidak boleh diangkat sebagai pustakawan fungsional dan memang kita harus 
mempunyai kompetensi Inti dan kompetensi khusus untuk mencapai jabatan 
fungsional tersebut. (Rusli. Senin 15 oktober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh Bapak Rusli beliau mengatakan bahwa 
sebagai seorang pustakawan itu haruslah memiliki keahlian, apalagi sebagai  
jabatan fungsional haruslah benar-benar berkompetensi dalam menjalankan tugas 
dan pekerjaan dan pustakawan fungsional memang harus memiliki dan menguasai 
kompetensi inti. 
“Kalau saya ditanya persoalan apakah saya sudah berkopentensi dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaan saya, saya akan menjawab ya! dan karena me-
mang saya sudah merasa berkompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan 
yang saya jalani sekarang. Dan saya bisa membuktikan bahwasanya saya benar-
benar berkompetensi dibidang dimana saya ditemapatkan sekarang, sebagai bukti 
bahwa saya sudah berkompetensi yaitu dengan saya sudah lulus uji kompetensi 
dan saya memiliki sertifikasi kompetensi tersebut. (Syamsul Arif. Senin 22 ok-
tober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh Bapak Syamsul Arif bahwa beliau sudah 
merasa berkompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, dan beliau 
juga telah merasa berkompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaan dimana 
ia ditempatkan, dan pembuktian bahwa beliau telah berkompetensi adalah dengan 
lulus uji kompetensi dan  memiliki sertifikat uji kompetensi. 
“Ya saya sudah merasa berkompetensi dek, berbicara persoalan kompeten-
si dek itu bergantung pada kompetensita ji dan penilaian orang lain terhadap kom-
petensi yang kita miliki. Kita bisa saja merasa bahwa kita berkompetensi tapi 
mungkin penilaian orang lain itu beda dek, tapi kalo saya ditanya berkompetensi 
dibidang saya saya bisa pastikan saya telah berkompetensi dibidang saya”.(Hery 
Kusmana. Selasa, 16 oktober 2018). 
Berbeda dengan pernyataan pak Syamsul Arif pernyataan dari Bapak Hery 





dalam mengerjakaan perkerjaannya, dan mengenai Kompetensi bergantung pada 
kompetensi yang dimiliki dan penilaian orang lain. 
“Di bagian kami khusus di bagian alih media dek, harus benar-benar berk-
ompetensi tapi kalo misalkan tidak berkompetensi dan tidak tau masalah komput-
er untuk apa ditempatkan disini, kacuali kalau mau belajar boleh-boleh saja tapi 
itupun harus belajar dari nol. Karena dibagian alih media ini dek harus memang 
tau tentang komputer dan sofware yang sering digunakan dalam mengerjakan 
pekerjaan, ofice, exel, corel dan photosop. Dan memang itu kompetensi yang ha-
rus dimiliki oleh staf di bagian alih media dek. Apalagi sekarang sudah ada pro-
gram uji kompetensi yang diselenggarakan setiap tahun. Untuk kompetensi saya 
sendiri, ya saya merasa sudah berkompetensi karena saya sudah mengikuti uji 
kompetensi dek. (Jumriah. Selasa, 09 oktober 2018). 
Pada pernyataan yang utarakan oleh ibu Jumrah, memang dalam pekerjaan 
dibidang pelestarian khusunya di bagian alih media haruslah berkompetensi dan 
dasarnya yaitu harus tau tentang komputer dan software yang sering digunakan 
dalam mengerjakan pekerjaan di bagian alih media. Dan Ibu Jumriah pun telah 
meresa berkompetensi karena dia telah mengikuti uji kompetensi. 
Tidak jauh beda dengan penjelasan yang utarakan oleh bapak Zahir yang 
bekerja juga di bagian alih media yang menganggap bahwa pertanyaan yang saya 
tanyakan merupakan hal yang menarik dan patut dibedah, dan pejelasan yang di 
utarakannya sebagai berikut: 
“Ini menarik petanyaannya dek, kalau debedah pertanyaan ini saya dapat 
mengartikan bahwa kompetensi itu dek adalah salah satu prasyarat untuk 
seseorang melakukan suatu pekerjaan, setiap pekerjaan itu memiliki tingkat keru-
mitan yang berbeda-beda. Contohlah seperti aplikasi corel itu berbeda dengan 
photoshop beda dengan excel beda dengan power point dan sebagainya, kalau per-
tanyaan adek mengenai apakah saya sudah kompeten dalam mengolah buku-buku, 
itu tergantung yang mana! kalau yang adek pertanyakan apakah kompetensi saya 
miliki itu sesuai dengan yang dibutuhkan? oh iya! karena bidang ini dek namanya 
bidang pelestarian dan bidang pelestarian itu terbagi manjadi dua disini ada bagi-





Pelestarian dalam betuk alih media itu jangan terjemahkan dalam bentuk 
hanya ini yang diolah, jangan pernah beranggapan seperti itu. Karena ketika kita 
membuat makalah terhadap tinjauan akan buku dan kemudian kita mampu mem-
pertanggung jawabkan di seminar nasional, maka berarti itu kita melestarikan, itu-
lah makna pelestarian.  
Jadi pelestarian itu tidak hanya kita membuat naskah, membawakan maka-
lah, menuliskan makalah, melakukan tinjau ulang, melakukan auto rivew terhadap 
karya itu merupakan pelestarian. Dan jika pertanyaan adek apakah saya merasa 
berkompeten? Nah! kalau kaitannya dengan palpaper dan sebagainya alhamdulil-
lah saya sudah berkompeten karena memang saya bidang dan antusisme saya dis-
itu. Tapi jikalau saya ditanya apakah aplikasi tertentu di komputer itu saya 
kemudian kompeten terhadap itu? itu belum tentu karena ini ilmunya ini luas 
sekali dan banyak yang beelum saya tau, Dan itu bergantung pada orangnya, ter-
gantung dari kemampuan kita seperti apa dan tergantung juga pada antusiasme 
kita terhadap suatu bidang”. (Zakir Ridwan. Selasa, 09 oktober 2018). 
Pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Zakir Ridwan bahwa beliau sudah 
merasa berkompetensi dalam mejalankan tugas dan pekerjaannya dan beliau 
berpendapat bahwa kompetensi merupakan salah satu  syarat bagi seseorang untuk 
mkelakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, setiap pekerjaan meiliki tingkat 
kerumitan yang berbeda dan dari tingkat kerumitan itu terdapat tugas yang 
berbeda pula sesuai tugas dan fungsi dari penempatan dan keahliah pustakawan 
itu sendiri, dan kompetensi itu wajib dimiliki oleh seseorang yang berprofesi 
sebagai pustakawan. 
“Kalau saya ditanya mengenai kompetensi dalam menjalankan tugas saya, 
saya sudah merasa maksimal tapi pengakuankan dari orang lain belum tentu. Tapi 
kalau utnuk saya sendiri ya saya sudah merasa maksimal karena menurut saya 
pustakawan itu harus bergerak, pustakawan itu harus mengetahui tupoksi kita 
masing-masing dan topoksi saya itu tugaskan di pelayanan kanak-kanak dan saya 
harus mengetahui pekerjaan apa yang dikerjakan di layanan kanak-kanak. Misal-
nya pemustaka yang kami layani itu SD kebawah karena memang koleksi yang 
kami punya disini diperuntukan untuk kanak-kanak.Dalam melayani anak-anak 
kita harus profesional jangan kita melayani seperti melayani pemustaka dewasa. 
Oleh karena itu kami dituntut memang untuk profesional dan berkompeten dalam 





Pernyataan yang di utarakan oleh Ibu Nisfu bahwa beliau sudah mkerasa 
berkompetensi maksimal dalam menjalankan tugasnya dimana ia ditempatkan, 
dan penilaian terhadap kompetensi itu sendiri yaitu dari orang lain belum tentu 
terlihat berkompetensi. Yang paling pengting terkait dengan kompetensi 
pustakawan yaitu pustakawan harus mengetahui tepoksi yang dimiliki agar dapat 
menjalankan pekerjaan dengan profesional dan berkompeten. 
 Dari hasil wawancara dengan informan tersebut peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa jawaban pustakawan di masing-masing bagian diatas 
menyatakan bahwa mereka sudah merasa memiliki kompetensi dibidangnya 
masing-masing dan juga telah berkompetensi dalam menjalankan tugas dan peker-
jaannya, karena memang kompetensi merupakan hal yang penting dalam men-
jalankan tugas dan pekerjaan kepustakawanan, juga merupakan hal penunjang 
bagi setiap kegiatan perpustakaan sesuai dengan poin-poin yang terkandung 
dalam kompetensi inti serta kompetensi ini sangat berpengaruh pada majunya 
suatu instansi perpustakan. 
c) Kompetensi Khusus 
Pustakawan yang memiliki kompetensi khusus merupakan bukti bahwa 
pustakawan sudah berkompetensi dalam melakukan hal yang terkandung dalam 
kompetensi khusus. Kompetensi Khusus merupakan hal yang perlu dimiliki oleh 
pustakawan agar supaya kompetensi yang dimiliki oleh pustakawan benar-benar 
di akui. Oleh sebab itu, tanda bukti kompetensi harus dapat di buktikan oleh 





Pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Se-
latan sudah berkompetensi atau tidak yaitu akan dijelaskan oleh pustakawan di 
masing-masing bagian, Dan hasil wawancara dengan informan mengatakan bah-
wa: 
“Yang menjadi bukti bahwa saya telah berkompetensi yaitu dengan pen-
galaman saya dek, Kalau misalkan saya ditanya berkompetensi dibidang deposit 
dek, saya dapat buktikan bahwa memang saya berkompetensi walaupun saya be-
lum mengikuti uji kompetensi dan belum mendapat sertifikasi kompetensi tapi 
denagan pengalaman saya, saya bisa buktikan bahwa saya berkompeten dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaan saya di bidang deposit”. (Badarudddin. Senin 15 
oktober 2018). 
Pernyataan yang di utarakan oleh Bapak Badaruddin bahwa yang menjadi 
bukti kalau dia berkompetensi atau tidak bergantung dari pengalaman kerjanya, 
kalau di tanyakan apakah ia berkompetensi di bidang deposit dimana ditempatkan 
sekarang, dia dapat membuktikannya bahwa memang dia berkompetensi di 
bidangnya walaupun belum mengikuti uji kompetensi dan belum mendapat 
sertifikasi kompetensi, dengan pengalaman kerja yang dimiliki dia dapat 
membuktikan bahwasanya ia benar-benar berkompetensi dibidangnya. 
“Yang menjadi bukti bahwa pustakawan telah berkompeten yaitu salah 
satunya dengan dia telah lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi kompe-
tensi dari tim pelaksana uji kompetensi dek. Kalau saya, belum mengikuti uji 
kompetensi, karena saya tidak dapat itu tapi kalau sebagai tanda bukti bahwa saya 
berkompeten dalam menjalankan pekerjaan saya yaitu dengan saya sudah mengu-
sai pekerjaan saya disini saya rasa itu adalah salah satu tanda bukti bahwa saya 
telah berkompetensi”. (Rusli. Senin 15 oktober 2018). 
Sejalan dengan pernyataan Bapak Badaruddin, juga Bapak Rusli 
mengatakan bahwa yang menjadi bukti pustakawan telah berkompetensi yaitu 
dengan mengikuti dan lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikasi 





sebagai pembuktian bahwa dia sudah berkompetensi dalam menjalankan 
pekerjaannya yaitu dengan dia menguasai pekerjaannya dibidang dimana ia 
ditempatkan. 
“Bukti bahwa pustakawan telah berkompetensi yaitu contohnya pustaka-
wan memiliki sertifikat uji kompetensi dan sertifikasi, dalam artian bahwa dia te-
lah lulus uji kompetensi serta mendapatkan sertifikasi dan saya telah meiliki 
sertikat uji kompetensi dan sertifikasi tersebut”. (Syamsul Arif. Senin 22 oktober 
2018). 
Pernyataan Bapak Syamsul Arif mengatakan bahwa bukti seorang yang 
berprofesi sebagai pustakawan telah berkompetensi atau tidak yaitu dengan 
mengikuti uji kompetensi dan serttifikasi kompetensi serta telah lulus uji 
kompetensi dan sertifikasi kompetensi. 
“Berbicara Masalah apa yang menjadi bukti bahwa seorang pustakawan 
sudah berkompetensi dalam mengerjakan tugasnya yaitu dengan sertifikat bahwa 
dia telah mengikuti uji kompetensi. Sebenarnya tidak mesti dengan sertifikast uji 
kompetensi, dengan saya telah mampu dan bisa mengarjakan tugas dan pekerjaan 
saya itu juga menjadi bukti bahwa saya telah berkompetensi dalam melakukan 
tugas dan pekerjaan saya”. (Hery Kusmana. Selasa, 16 oktober 2018). 
Pernyataan dari Bapak Hey Kusmana bahwa yang menjadi bukti seorang 
pustakawan sudah berkompeten mengerjakan tugas dan pekerjaannya tidak harus 
dengan pustakawan mengikuti uji kompetensi, dengan dia mampu dan bisa 
mengerjakan pekerjaannya dengan baik maka bisa dikatakan bahwa dia telah 
berkompeten. 
“yang menjadi bukti bahwa pustakawan telah berkompetensi dengan 
mengikuti uji kompetensi dan lulus uji kompetensi dan saya sendiri sudah mengi-





Pernyataan dari Ibu Jumriah bahwa soerang tanda bukti seorang 
pustakawan berkompetensi atau tidak yaitu dengan mengikuti uji kompetensi dan 
ibu Jumriah sendiri telah mengikuti uji kompetensi tesebut. 
“Setiap pustakawan itu butuh pembuktian kalau dia betul-betul berkompe-
tensi yaitu dalam bentuk sertifikat, bisa dalam bentuk pandanagn orang lain yang 
melihat kinerjanya dan dalam bentuk pembuktian bahwa dia benar-benar berk-
ompeten dibidangnya. Dan saya memiliki sertifikat terkait dengan kompetensi 
yang saya miliki tapi sayangnya saya tidak bawah”. (Zakir Ridwan. Selasa, 09 
oktober 2018). 
Pernyataan dari Bapak Zakir Ridwa beliau mengatakan bahwa dia telah 
mengukuti uji kompetensi dan memiliki sertifikat terkai uji kompetensi, dan 
Bapak Zakir Ridawa berpendapat bahwa pembuktia seorang pustakawan 
berkompetensi atau tidaknya itu bukan saja dari bentuk sertifikat uji kompetensi, 
bisa juga dari pandangan orang lain yang melihat dan menilai kinerjanya dalam 
bekerja. 
“Saya belum mengikuti uji kompetensi karena saya merasa belum menuhi 
kompetensi itu dan saya masih ragu mungkin nanti kalau benar-benar mantap saya 
akan ikut. Tapi untuk tupoksi saya di layanan kanak-kanak saya sudah merasa 
berkompetensi. (Nisfu. Senin, 15 oktober 2018). 
Pernyataan dari Ibu Nisfu dia mengatakan bahwa yang menjadi bukti ba-
hawa seorang pustakawan sudah berkompetensi yaitu apabila seorang pustakawan 
sudah mengikuti uji kempetensi dalam rangka peningkatan kompetensi, dan tidak 
hanya memalui uji kompetensi seorang pustakawan di akui kompetensinya. Apa-
bila seorang pustakawan telah mampu mengerjakan tugas-tugas pokoknya khu-
susnya dimana ia ditempatkan maka, pustakawan tersebut bisa dikatakan sudah 
berkompeten dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, juga pengalaman kerja 





Dari hasil wawancara dengan informan tersebut peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa pembuktian seorang pustakawan berkompetensi yaiitu 
tidak bisa dinilai dengan seorang pustakawan tersebut telah mengikuiti uji 
kompetens, dan pustakawan yang tidak ikut uji kompetensi tidak mutlak bisa 
dikatakan tidak berkompetensi sebab, kompetensi pustakawan tidak di ukur dari 
apakah dia telah mengikuti uji kompetensi atau belum dikarenakan disisi lain ada 
juga pustakawan yang tidak mengikuti uji kompetensi tapi ia berkompeten dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya.  
Dari semua jawaban informan peneliti dapat menyimpulkan bahwa 
pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan yang sudah diwawancarai telah memiliki kompetensi Khusus, yang 
merupakan kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik susuai dengan bidang 
dimana ia ditempatkan dengan pembuktian berdasarkan pengalaman dan 
sertifikasi kompetensi. Dengan pertanyaan yang merujuk pada apa yang menjadi 
bukti pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan telah berkompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya? yang 
dimana pertanyaan ini secara tidak langsung mengacu kepada kompetensi khusus 
pustakawan yang penulis jabarkan melalui pembuktian bahwa putakawan tersebut 
sudah berkompetensi. 
d) Kompetensi Kunci 
Kompetensi kunci adalah sikap pustakawan dalam melakukan pekerjaan 





sikap kerja, dalam hal ini lebih mengacu pada bagamana sikap pustakawan dalam 
menyikapi peninjauan kembali kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan. 
Dalam peningkatan dan pengembangan kompetensi pustakawan dimasing-
masing bagian membutuhkan pendayagunaan dari kepala Dinas, sebab kepala di-
nas sangat berperan penting dalam hal pengembangan dan peningkatan kompeten-
si pustakawan. Dan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai 
Kompetensi Kunci terkait bagaimana sikap pustakawan mengenai hal apa saja 
yang perlu diperhatikan oleh kepala dinas dalam meninjau kembali kompetensi 
yang harus dimiliki oleh pustakawan, penjabaran mengenai hal ini informan 
mengatakan bahwa: 
“Sebenarnya kepala dinas harus melihat pustakawan itu terlebih dahulu, 
sejauh mana kompetensinya jadi dia harus melihat dulu kompetensi pustakawan 
nya, apakah pustakawan ini telah berkompeten dalam menjalankan pekerjaannya 
kalau seumpama nya pustakawan ini  belum berkompetensi maka kepala dinas 
harus membimbing dan mengikutkan pelatihan terkait peningkatan kompetensi, 
dan juga harus memberikan sarana dan prasarana untuk pustakawan didalam 
mengembangkan kompetensi tersebut serta kepala dinas harus menempatkan 
pustakawan sesuai dengan tupoksi nya” (Rusli. Senin 15 oktober 2018). 
pernyataan dari Bapak Rusli mengatakan bahwa Kepala Dinas harus 
mamperhatikan dan melihat sejauh mana kompetensi pustakawannya, 
memperhatikan apakah pustakawannya telah berkompetensi menjalankan 
tugasnya ataukah belum. Jika kiranya pustakawan tidak berkompetensi dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya maka Kepala Dinas harus membimbing 
dalam meningkatkan kompetensi pustakawannya tersebut. 
“Yang harus diperhatikan oleh kepala dinas yaitu pada umum nya terkait 
dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, jalan tidak? ketika pimpinan meberikan tu-





pustakawan tersebut tidak berkompeten kalau misalkan pustakawan tersebut berk-
ompetensi pasti tugas kegiatan yang berikan oleh kepala dinas bisa dia selesaikan. 
Saya kira banyak hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan termaksud bagaima-
na kedisiplinan, integritas, komitmen dan itu harus diperhatikan secara kese-
luruhan serta pimpinan itu tidak melihat dari satu icon tapi banyak faktor yang 
harus diperhatikan dalam peninjauan kompetensi para staf dalam menjalankan 
pekerjaannya. 
Kalau terkait dengan hal-hal seperti itu saya kira itulah manejemen yang 
harus diatur oleh pimpinan sebab tugas terberat seorang pimpinan yaitu 
bagaimana mengatur dan menempatkan pustakawan sesuai dengan kompetensinya 
contoh, misalkan orang di pembinaan tidak bisa mengajar dan tidak bisa bercerita 
jangan tempatkan disitu karena memang tugas dan fungsi kami langsung turun ke 
lapangan, bagaiman bisa turun kelapangan kalau tidak bisa bercerita otomatis tid-
ak bisa memberikan tentang bagaimana tatacara mengelola perpustakaan dengan 
baik dan benar sehingga peran dari pimpinan sangat berat mengenai bagaimana 
mengatura staf sesuai dengan kompetensi masing-masing dan itu tidak mudah. 
(Syamsul Arif. Senin 22 oktober 2018). 
Pernyataan dari Bapak Syamsul Arif beliau mengatakan bahwa banyak hal 
yang harus diperhatikan oleh Kepala Dinas dalam meninjau kembali kompetensi 
yang harus dimiliki oleh putskawan diantaranya Kedisiplinan, Integritas serta  
komitmen dan juga Kepala Dinas harus mampu mengatur dan menempatkan Staf 
nya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh staf/pustakawan  agar supaya 
penempatan staf/pustakawan sesuai dengan tepoksinya masing-masing.  
“Hal yang harus diperhatikan oleh kepala dinas dalam meninjau kembali 
kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawannya yaitu menyediakan sarana 
dan prasarana contohnya seperti membuat pelatihan dalam hal mengembangkan 
kompetensi pustakawan (Hery Kusmana). 
Pernyataan dari Bapak Hery Kusmana bahwa yang harus diperhatikan oleh 
Kepala Dinas dalam meninjau kembali mengenai kompetensi yang harus dimiliki 
oleh pustakawan yaitu Kepala Dinas harus mengetahui kebutuhan pustakawan 





prasarana seperti membuat pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan 
kompetensi pustakawan. 
“Pertama yang harus diperhatikan oleh kepala dinas yaitu masalah in-
fakstruktur serta memenuhi hal apa saja yang dibutuhkan oleh pustakawan dise-
tiap bidang dalam mengembangkan kompetensinya”. (Jumriah. Selasa, 09 oktober 
2018). 
Pernyataan dari Ibu Zumrah bahwa yang harus diperhatikan oleh Kepala 
Dinas dalam meninjau kembali kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan 
yaitu yang pertama masalah insfakstruktur serta Kepala Dinas harus mampu 
memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pustakawan disetiap bidang dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya. 
“Yang harus kepala dinas perhatikan dalam maninjau kembali kompetensi 
pustakawan yang pertama itu masalah anggaran dengan cara perbesar anggaran 
terkait dengan peningkatan mutu dan kompetensi pustakawan. Intinya itu dek 
Kepala dinas harus Pro terhadap anggaran terkait denagan peningkatan mutu dan 
kompetensi, dan itu tidak mudah tentunya kita sebagai pustakawan juga harus 
berpihak terhadap hal yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi”. (Zakir 
Ridwan. Selasa, 09 oktober 2018). 
Pernyataan dari Bapak Zakir Ridwan bahwa dalam meninjau kembali 
kompetensi pustakawan pertama yang harus perhatikan yaitu masalah anggaran, 
dengan memperbesar anggaran untuk peningkatan mutu dan kompetensi 
pustakawan maka program peningkatan mutu dan pengembangan kompetensi 
pustakawan akan tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
“Yang harus di perhatikan oleh kepala dinas terkait peninjauan kembali 
kompetensi yang harus dimiliki noleh pustakawan yaitu Kepala Dinas harus 
memperhatikan secara keseluruhan dan melihat hal apa saja yang dibutuhkan dise-
tiap bidang dalam mengembangkan kompetensi sesuai dengan tupoksinya masing-





Pernyataan yang di utarakan oleh Ibu Nisfu bahwa dalam meninjau 
kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan yaitu Kepala Dinas harus 
memperhatikan secara keseluruhan mengenai apa yang menjadi kebutuhan 
pustakawan di masing-masing bagian untuk mengembangkan potensi dan 
kompetensinya. 
Dari hasil wawancara dengan informan tersebut penelit dapat 
menyimpulkan bhawa dalam meninjau kembali kompetensi yang harus dimiliki 
oleh pustakawan Kepala dinas memiliki peran penting dalam menerapkan Standar 
kompetensi pustakawan sesuai dengan yang tertera dalam SKKNI (Standar Kom-
petensi Kerja Nasional Indonesia) dan menjadikan bahan acuan dalam mengem-
bangkan serta meningkatkan kompetensi pustakawan, yang harus di perhatikan 
oleh kepala dinas dalam kompetensi stafnya yaitu Kepala dinas harus tau penem-
patan stafnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, menyediakan ataupun 
membentuk sarana untuk mengembangkan kompetensi pustakawan agar supaya 
kebutuhan kompetensi pustakawan terpenuhi dalam menjalakan tugas kepustaka-
wanannya dan pengembangan kompetensi pustakawan itu sendiri bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi pustakawan. 
2. Penerapan Standar Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 
a) Kompetensi Umum (Dasar) 
Pustakawan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sula-
wesi Selatan rata-rata sudah memiliki kompetensi dasar seperti mengoperasikan 





perpustakaan sesui yang tertera pada Kompetensi Umumu. Seperti yang dijelas-
kan oleh informan Moh. Hasan pada tanggal 22 oktober 2018 Selaku kepala Dinas 
di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beliau 
mengatakan bahwa: 
“Ohya khususnya untuk pustakawan itu kalau dilihat dari sisi tupoksinya 
mereka, mereka memiliki tupoksi masing-masing berdasarkan jabatannya. Saya 
rasa semua staf disini sudah berkompetensi dalam hal penggunaan alat bantu sep-
erti komputer dan media saya kira sudah berkompetensi termasud juga menyusun 
rencana kerja serta membuat laporan kerja itu semua pustakawan bisa 
melakukannya dek”  
Pernyataan dari Bapak Moh. Hasan beliau mengatakan bahwa pustakawan 
memiliki tupoksi masing-masing susuai dengan jabatannya, dan semua staf yang 
berprofesi sebagai pustakawan sudah berkompetensi dalam menjalankan tugas 
dan pekerjaannya. Dan untuk kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh 
pustakawan juga sudah mereka miliki dan berkompetensi. 
b) Kompetensi Pustakawan 
Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Moh. Hasan pada tang-
gal 22 oktober 2018 Selaku Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Kompetensi Pustakawan yang terkait 
dengan, apakah staf pada semua bagian sudah berkompetensi dalam menjalankan 
tugas/pekerjaannya, beliau mengatakan bahwa: 
Yang saya lihat sampai saat sekarang semua staf disini sudah berkompe-
tensi dibidang dimana ia ditempatkan, karna memang pustakawan itu harus berk-
ompetensi dek, dan penempatan mereka susuai dengan keahliannya masing-
masing. Apalagi yang besicnya di bidang ilmu perpustakaan penempatan nya itu 





Pernyataan dari Bapak Moh. Hasan, mengenai Standar Kompetensi 
Pustakawan beliau mengatakan bahwa Kompetensi merupakan suatu hal penting 
yang harus dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai pustakawan, dan 
merupakan hal wajib dimiliki oleh pustakawan yang besicnya memang dari ilmu 
perpustakaan serta penempatannya harus sesuai dengan potensi dan keahlian yang 
dimiliki. 
c) Standar Kompetensi Pustakawan  
Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Moh. Hasan pada tang-
gal 22 oktober 2018 Selaku Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Standar Kompetensi Pustakawan 
terkait dengan, apakah semua standar kompetensi yang harus dimiliki staf dalam 
menjalakan tugas/pekerjaannya sudah diterapkan, beliau mengatakan bahwa: 
“Mengenai itu dek yang saya ketahui bahwa standar kompetensi pustaka-
wan itukan sudah ada memang peraturan dan kabijakan dari Perpustakaan Na-
sional Insonesia. Dan sebagai bahan acuan dalam standar kompetensi yang harus 
dimiliki oleh pustakawan itu sendiri ada dalam SKKNI (Standar Kompetensi Ker-
ja Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh kementerian tenaga kerja yang di-
mana didalamnya sudah dibagi menjadi beberapa komponen. Terkhusus untuk 
pustakawan itu ada 5 komponen atau klaster yang mengharuskan pustakawan 
memiliki kompetensi yang terdiri dari kopetensi dasar dan kompetensi inti serta 
terbagi dalam bagian pengolahan, pengembangan, pelayanan, kemasyarakatan dan 
pelestarian, dan itu ada 5 yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan dan khusus 
untuk kompetensi pustakawan sendiri dibagi dalam kebeberapa tempat jadi se-
luruhnya berpatokan pada kompetensi masing-masing.  
Misalnya seorang pustakawan ditempatkan dibagian layanan ya berkompe-
tensi di bagian layanan, ditempatkan dibagian pembinaan ya pasti berkompetensi 
dibagian pembinaan, supaya nantinya tupoksinya berjalan berdasarkan kompe-
tensinya masing-masing jadi dasarnya itu dek. Selain dari SKKNI kita juga punya 
undang-undang no 43 tahun 2007 terkait dengan undeng-undang perpustakaan 
yang didalamnya memang diwajibkan bagi seluruh pustakawan memiliki kompe-





Pernyataan dari Bapak Moh. Hasan, Mengenai apakah semua standar 
kompetensi yang harus dimiliki staf dalam menjalakan tugas/pekerjaannya sudah 
diterapkan beliau mengatakan bahwa, standar kompetensi pustakawan sudah ada 
peraturan dan kebijakan dari Perpustakaan Nasional Indonesia, dan sebagai bahan 
acuan dalam menerapkan standar kompetensi yang harus dimiliki oleh 
pustakawan yaitu SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) yang di 
keluarkan oleh kementrian tenaga kerja yang isi dan poin-poin dialamnya sudah 
terstruktur sesuai dengan bagian-bagian nya masing-masing. 
d) Penerapan Standar Kompetensi Pustakawan 
Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Moh. Hasan pada tang-
gal 22 oktober 2018 Selaku Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan megenai Penerapan Standar Kompetensi terkait 
dengan, apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas dalam menerapkan standar kompe-
tensi kepada semua pustakawan, beliau mengatakan bahwa: 
“Dalam hal ini yang saya lakukan sebagai kepala dinas dalam mendukung 
kinenrja pustakawan untuk mendukung kompetensi itu yang pertama adalah 
melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan SDM sehingga disiini ada diklat, so-
sialisasi serta seminar. Di sini dilakukan kegiatan seperti itu dan itu masuk dalam 
program klerja kami. Selain dari itu, kita juga menguji kompetensi, dengan kami 
membentuk yang namanya TUK (Tempat Uji Kompetensi). jadi, untuk mengukur 
pustakawan ini berkompetensi atau tidak itu harus diukur melalui uji kompetensi, 
dan itu sudah kami lakukan termasuk didalamnya kami sudah melakukan bebera-
pa kali ujian dan alhamdulillah teman-teman pustakawan lulus. Nah, uji 
kompetensi ini bertujuan untuk mengukur apakah pustakawan ini berkompetensi 
atau tidak dan haruslah berdasarkan tupoksinya masing-masing. 
Dalam kegiatan uji kompetensi ini berjalan selama 3 hari karena asesornya 
biasanya dari perpustakaan nasional sebagai pembina serta penguji kompetensi 
jabatan fungsional, kagiatan uji kompetensi ini di selenggarakan 1 kali dalam se-





gantung pada peserta yang ikut, kalau memang peserta ada terus untuk mengukuti 
uji kompetensi, maka uji mompetesnsi bisa dilaksanakan sampai 3 kali dalam satu 
tahun” 
Pernyataan dari Bapak Moh. Hasan, Mengenai penerapan standar 
kompetensi pustakawan beliau mengatakan bahwa, dalam menerapkan standar 
kompetensi kepada semua pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
daerah, sebagai Kepala Dinas yang bertugas dan menimpin seluruh anggota dan 
stafnya  dalam mendukung kenirja dan pengembangan kompetensi pustakawan ia 
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peningkatan SDM seperti diklat, sosialisasi, 
dan seminar, hal ini merupakan bagian dari program kerjanya. Selain itu, ada juga 
penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi yang di selenggarakan 1 sampai 3 kali 
dalam satu tahun yang bertujuan untuk mengukur kompetensi pustakawan 
berdasarkan tepoksinya nasing-masing. 
e) Sikap Dalam menyikapi Staf/Pustakawan Tidak Berkompetensi 
Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Moh. Hasan pada tang-
gal 22 oktober 2018 Selaku Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Sikap dalam menyikapi pustakawan 
yang tidak berkompetensi terkait dengan, bagaimana menyikapi ketika ada 
staf/pustakawan yang tidak berkompetensi dalam menjalankan tugas dan peker-
jaannya, beliau mengatakan mengatakan bahwa: 
“Dalam menyikapi pustakawan yang tidak berkompeten dalam menjalan-
kan tugas dan pekerjaanya, dan jika ada staf yang memang tidak berkompetensi, 
kami tidak akan menyikapinya dangan memberikannya sangsi atau hukuman. ja-
stru kami disini akan melakukan hal yang sebaliknya yaitu membimbing dan 
mengarahkannya serta kamipun akan berusaha bagaimana membuat staf saya 





kompetensi dan pelatihan terkait dengan peningkatan dan pengembangan 
kompetensi” 
Pernyataan dari Bapak Moh. Hasan, Mengenai bagaimana menyikapi 
pustakawan yang tidak berkompetensi beliau mengatakan bahwa, jika ada staf 
yang tidak berkompetensi yang tidak berkompetensi dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaannya beliau tidak menyikapinya dengan memberikan sangsi, melainkan 
membimbing dan mengarahkan pustakawan agar dapat berkompeten dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya, dengan cara mengikutkan pustakawan 
legiatan diklat, seminar kompetensi serta pelatihan terkait dengan peningkatan dan 
pengembangan kompetensi. 
f) Tindakan Akhir 
Hasil wawancara yang dilakukan kepada informan Moh. Hasan pada tang-
gal 22 oktober 2018 Selaku Kepala Dinas di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Langkah apa yang perlu diambil jika 
ada staf yang tidak berkompetensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaanya, 
beliau mengatakan bahwa: 
Langkah-langkah yang kami lakukan jika ada pustakawan yang tidak 
berkompeten dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya yaitu dengan cara 
mengikutkan pustakawan yang tidak berkompetensi tersebut dalam kegiatan yang 
sifatnya bintek, sosialisasi kemudian yang kedua, mengirim ke Perpustakaan Na-
sional  dalam rangka mengikuti diklat yang terkait dengan tupoksinya. Misalnya 
dia orang pelestarian dan dia tidak mampu membuat buku menjadi bagus kembali 
dia akan dikirim ke Perpustakaan Nasional untuk melakukan pelatihan, dan ma-
gang pelestarian bahan pustaka. Nah, seperti itu langkah-lankah yang akan kami 
lakukan dalam rangka peningkatan kompetensi dibidang tupoksinya. Dan kami 
disini lebih fokus pada tupoksi  
“Langkah yang perlu diambil apabila pustakwan tiidak berkompetensi dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya yaitu mungkin saya akan pindahkan dian 





tidak berkompetensi dibidangnya dek dan rata-rata mereka tau mengenai tugas 
dan pekerjaan dimana ia ditempatkan” 
Dari jawaban bapak Moh. Hasan selaku Kepala di Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa Standar 
kompetensi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang pustakawan dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya. Dan mengenai standar kompetensi yang ha-
rus dimiliki oleh pustakawan sudah tertera dan dijadikan sebagai bahan acuan 
mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam SKKNI 
(Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Selain dari SKKNI ada juga dari 
undang-undang no 43 tahun 2007 terkait dengan undang-undang perpustakaan 
yang didalamnya memang diwajibkan bagi seluruh pustakawan memiliki kompe-
tensi dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. 
Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapat hasil penelitian yang 
menunjukan bahwa dalam penerapan standar kompetensi pustakawan Kepala Di-
nas memiliki peran penting, yang dimana Kepala dinas harus benar-benar paham 
mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawannya. Dan ten-
tunya memperhatikan standar kompetensi yang harus dimiliki pustakawannya 
sesuai dengan tupoksi nya, karena disetiap bidang tentunya pustakawan mamiliki 
keahlian masing-masing dan memiliki tupoksi masing-mamsing pula. Karena 
standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan sudah tertera dalam 
SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), SKKNI juga merupakan 
sumber acuan untuk Kepala Dinas dalam menerapkan standar kompetensi yang 





Meninjau kembali dan menerapkan dari keseluruhan dan rincian mengenai kom-
petensi apa yang harus dimiliki dan di kembangkan oleh pustakawan nya. 
Dengan acuan dari SKKNI Kepala dinas sudah menrapkan standar 
komp[etensi pustakawan, dengan menyelenggarakan kegiatan yang membangun 
dan mengembangkan potensi danpotensi pustakawan dengan diselenggarakan 
Diklat, Seminar dan sosialisasi serta membentuk TUK (Tempat Uji Kompetensi) 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Standar 
Kompetensi Pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan, peneliti dapat memnyimpulkan bahwa pustakawan di Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan daerah telah memiliki 4 sub kompetensi dalam 
menjalankan tugas dan pekerjaannya yaitu: 
a. Kompetensi Umum 
b. Kompetensi Khusus 
c. Kompetensi Kunci dan 
d. Kompetensi Inti  
Ke empat Standar Kompetensi diatas merupakan kompetensi yang harus 
dimiliki oleh pustakawan, berdasarkan hasil penelitian serta hasil wawancara, 
menunjukan bahwa pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki ke empat kompetensi tersebut. 
Walaupun sebagian pustakawan tidak menguasai ke empat kompetensi tersebut 
secara spesifik. Walaupun tidak menguasai secara spesifik ke empat kompetensi 
tersebut namun, mereka telah berkompeten dalam menjalankan tugas dan 






Dengan demikian Kepala Dinas memiliki peran penting dalam 
menerapkan serta meninjau kembali ke empat kompetensi yang harus dimiliki 
oleh pusrtakawan tersebut, tentunya hal tersebut didukung oleh setiap Kepala Bi-
dang dalam memaksimalkan peninjauan dan penerapan kompetensi terseebut 
sesuai dengan acuan yang tertera dalam SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Na-
sional Indonesia) dengan tujuan untuk miningkatkan kemampuan pustakawan. 
Dan peningkatan kemampuan pustakawan bertujuan untuk: 
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam 
melaksanakan tugas sebagai pustakawan. 
2.   Membekali pustakawan untuk menggapai peralihan tugas/jabatan, sep-
erti alih tugas menjadi pejabat struktural. 
3.  Memenuhi persyaratan kanaikan jabatan/pangkat, untuk pindah jabatan 
ataupun melaksanakan tugas tertentu. 
Dari hasil penelitian dan hasil wawancara menunjukan bahwa penerapan 
standar kompetensi yang dilakukan oleh kepala dinas mengenai standar 
kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan sudah diterapkan, melalui 
kegiatan peningkatan SDM seperti membuat kegiatan diklat, sosialisasi serta 
seminar dan kegiatan ini masuk kedalam program kerja Dinas Perpustakaan dan 
Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di selenggarakan pula 
kegiatan uji kompetensi setiap tahunnya dengan membentuk TUK (Tempat Uji 
Kompetensi) yang bertujuan untuk mengukur apakah pustakawan telah berkompe-






Dalam Penerapan Standar Kompetensi Pustakawan banyak hal yang harus 
di perhatikan oleh kepala dinas di antaranya yaitu: 
1. Kepala Dinas harus betul-betul memahami standar kompetensi 
pustakawan agar supaya tau penempatan pustakawan susuai dengan 
tupoksinya masing-mmasing. 
2. Dalam meninjau kembali dan menerapkan kompetensi yang harus di-
miliki oleh pustakawan Kepala Dinas harus membuat kigiatan pelati-
han rutin terkait dengan kompetensi pustakawan yang bertujuan untuk 
mengembangkan kompetensi dan potensi pustakawan di semua bidang. 
3. Hal yang harus dipahami juga oleh Kepala Dinas yaitu terkait dengan 
kebutuhan sarana dan prasarana pustakawan di semua bagian, karena 
hal tersebut sangat membantu pustakawan disetiap bagian dalam men-
jalankan tugas dan pekrjaannya, sebab tanpa diperhatikan kebutuhan 
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PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN di DINAS 
PEPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 
Pertanyaaan Penelitian: 
A. Pertanyaan untuk kepala dinas 
1. Apakah semua staf sudah memiliki kompetensi dasar/umum seperti men-
goperasikan komputer, menyusun rencana kerja perpustakaan dan membu-
at laporan kerja perpustakaan? 
2. Apakah Semua  staf  besicnya dari ilmu perpustakaan semua? 
3. Apakah staf pada semua bagian sudah berkompetensi dalam menjalankan 
tugas/pekerjaannya? 
4. Apakah semua standar kompetensi yang harus dimiliki staf dalam men-
jalakan tugas/pekerjaannya sudah diterapkan? 
5. Apa yang bapak lakukan dalam menerapkan standar kompetensi kepada 
semua staf? 
6. Bagaimana Bapak menyikapi ketika ada staf yang tidak berkompeten da-
lam menjalankan tugas dan pekerjaannya? 
7. langkah apa yang perlu diambil jika ada staf yang tidak berkompeten da-
lam menjalankan pekerjaanya? 
B. Pertanyaan untuk pustakawan 





2. Bisa diceritakan mengenai tugas/pekerjaan dibagian bapak/ibu ditempat-
kan? 
3. Apakah bapak/ibu sudah menguasai standar kompetensi dasar yang harus 
dimiliki oleh pustakawan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan? seperti 
mengoperasikan komputer tingkat dasar yaitu menguasai microsof word, 
exel dan power poin, serta menyusun rencana kerja perpustakaan dan 
membuat laporan kerja perpustakaan? 
4. Dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagai pustakawan apakah 
bapak/ibu sudah merasa berekompetensi? khususnya dibidang yang 
bapak/ibu tempati? 
5. Apa yang menjadi bukti bahwa bapak/ibu telah berkompetensi dalam men-
jalankan tugas dan pekerjaan bapak/ibu? 
6. Menurut bapak/ibu sebagai pustakawan hal apa saja yang perlu diper-
hatikan oleh kepala dinas dalam meninjau kembali kompetensi yang harus 








Halaman depan Dinas Perputakaan Dan Kearsipan Daerah  

















Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Syamsul Arif yang 









Ketika peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan di bagian 











Ketika peneliti melakukan wawancara dengan pustakawan di bagian 







Ketika peneliti melakukan wawancara dengan Badaruddin, selaku kepala 
bagian di bidang Deposit 
 
Gambar 6 
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